Hukum Acara Perdata,

semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.

Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak

Keputusan Mahkamah Agung tgl. 22 — 3 — 1982 No, 2438 K/Sip/1980.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai
berikut dalam perkara :
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1, L Terrang, tingga! di Jalan Lasinrang No. 216 Kotamadya

‘Pare-Pare ;

2. La Beddu; tinggal di Rappo Cini, Kotamadya Ujung Pandang,
penggugat-penggugat untuk kasasi dahulu tergugat [, Il — pem-

“banding ;

melawan

Haji Muh, Nur, tinggal di Kampung 1V Desa Pangkajene, Keca-
matan® MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, tergugat
dalam kasasi dahulu penggugat — terbanding ;

dan

1, Hajt Halimah, tinggal di Jalan Anuang No. 5 Pinrang ;

2. Haji Maemuna, tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin No., 33
Pinrang ;

3. I Sohra, tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Pinrang ;

4. Hurigh, tinggal di Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rap-
pang ;

5. Sitti Habiba, tinggal di Jalan Anggerek No. |3, Kotamadya
Ujung Pandang, turut tergugat-tergugat dalam Kkasasi dahulu
tergugat-tergugat — pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;
Melihat surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa dari surat-sirat tersebut ternyata bahwa se-
karang tergugat. dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat
sekarang penggngat-penggugat untuk kasasi dan turut tergugat-tergugat
dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat asli di muka persidangan Peng-
adilan Negeri Sidenreng Rappang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa asal mula sawah-sawah sengketa (yang letak, luas dan batas-
batasnya seperti terperinci dalam surat gugatan), adalah millk ayah
penggugat-asli bernama H. Lara yang diperoleh dari orang tuanya ber-
nama La Buah Tungke bin Colli almarhum ;

bahwa Haji Lara meninggal dunia pada tahun 1979 dan mening-
galkan penggugat-asli sebagai anak syah ;

bahwa La Buah Tungke bin Colli almarhum meninggalkan 3 (tiga)
orang anak’ masing-masing bernama Haji Lara, I. Jare, Latta dan masing-
masing telah memperoleh bagian hartd benda dari orang tuanya (se-
masa hidupnya) La Buah Tungke bin Colli almarhum tersebut yaitu
Haji Lara memperoleh sawah di Lasilotteng (sawah sengketa), 1. Jare
memperoleh harta yang sudah ada di Patomma (Desa Arawa) dan Latta
memperoleh harta di Panrengnge ;

bahwa semasa hidupnya La Buah Tungke bin Colli, sawah-sawah
yang ada di Lasilottong seluas 10,40 Ha. oleh Latta digadaikan kepada
Ambo Kabera seluas 5,10 Ha dan kepada-Wa Remmang seluas 5,30 Ha
dan uang gadaian tersebut dipergunakan oleh Latta sendiri untuk ke-
pentingan pribadinya, jadi sawah-sawah sengketa tersebut diterima
Haji Lara almarhum dalam keadaan tergadai, kemudian ditebus oleh -
Haji Lara almarhum dari Ambo Kabire dan dijual kepada La Wenne,
yag dikuasai oleh La Wenne sampai sekarang, sedang sawah yang ter-
gadai pada Wa Remmang yang seluas 5,30 Ha ditebus juga oleh Haji
Lara almarhum kemudian digadaikan lagi kepada Haji Nusu sebanyak
Rp. 150,000,— (seratus lima puluh ribu rupiah) itulah yang menjadi
sengketa sekarang ;

bahwa pada tahun 1977 oleh anaknya Latta bernama La Terrang
(tergugat-asli) secara diam-diam tanpa sepengetahuan ahli waris Haji
Lara (penggugat-asli) karena waktu itu penggugat-asli sementara me-
rantau ke Samarinda membuat surat tanda penyerahan dari Haji Lara,
maka La Terrang (tergugat-asli) menebus sawah-sawah sengketa tersebut
dari Haji Nusu dan dikuasai oleh La Terrang (tergugat-ash) sampai se-
karang ini ;

batiwa penggugat-asli telah meminta dengan jalan damai kepada
tergugat-asli agar menyerahkan sawah-sawah tersebut kepada peng-
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gugat-asli akan tetapi tidak berhasil, maka penggugat-asli menuntut
kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang agar memberikan ke-
putusan sebagai berikut ,

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa sawah-sawah sengketa
tersebut adalah milik Haji Lara almarhum ayah penggugat ;

3, Menetapkan menurut hukum bahwa penggugat adalah ahli
waris dari Haji Lara almarhum yang berhak atas sawah-sawah sengketa
tersebut ; ' '

4. Menghukum kepada tergugat atau siapa saja yang mendapat
hak dari padanya untuk mengosongkan/menyerahkan sawah-sawah
sengketa tersebut kepada penggugat tanpa syarat ;

5, Menghukum pula tergugat membayar blaya-biaya yang timbul
dalam perkara ini ; _

Atau’:

Mengadili sendiri berdasarkan kebijaksanaan Pengadilan sesuai

dengan hukum yang berlaku ; '

bahwa atas gugatan penggugat-asli tersebut, tergugat-asli mengaju-
kan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ©

bahwa indentitas sawah yang ada dalam kekuasaan tergugat-asli
tidak sesuai dengan indertitas sawah dalam gugatan penggugat-asli,
yang ada dalam kekuasaan tergugat-asli ialah persil No. 81 S.II dan per-
sil No, 48 S.1T ;

bahwa sawah yang digugat penggugat-asli bukan milik keseluruhan
dari tergugat-asli (La Terrang) melainkan adalah merupakan warisan
yang belum dibagi di antara tergugat-asli bersaudara sebanyak 7 orang
dan hasil dari sawah sengketa dimaksud dinikmati bersama-sama oleh
ahli waris dari Latta almarhum ;

ba! wa yang dituntut oleh Haji Muh. Nur adalah milik dari ayah-
nya bernama Haji Lara almarhum, yang menurut pengetahuan tergugat-
asli bahwa Haji Lara bukan saja Haji Muh; Nur satu-satunya ahli waris-
nya, akan tetapi ada 5 orang yaitu Haji Muh. Nur sendir, Mahmud,
Samsuddin, Kartini, Palsa keempatnya adalah cucu dari Huji Lara anak
dari La Siara, saudara Haji Muh, Nur ;

bahwa jelas bahwa syarat-syarat formil gugatan tidak terpenuhi
dan oleh karenanya menurut hukum acara perdata serta sesuai dengan
jurisprudensi maka tidak ada alternatif lain kecuali gugatan penggugat-
asli dinyatakan tidak dapat diterima ;
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bahwa terhdadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng
Rappang telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal
4 Oktober 1979 No. 24/Kps.Pdt.G/1979/PN, Sidrap., yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat :

2, Menetapkan menurut hukum bahwa :

1. 6 (enam) petak sawah vang terletak di Lasilottong Desa Mojong
Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang pada lompo
‘Massara persil No. 20 S.II scluas 3,93 Ha. yang berbatasan dengan:
sebelah utaranya sawah Toga b. Rakka, Dago b, Rukka dan sawah
Mujja Haji; sebelah timurnya saluran air; sebelah selatannya batas
lompo (sawah sengketa sub 2) dan sawah La Wenne; sebelah baratnya
saluran air ; _

2.2 (dua) petak sawah yang terletak di Lasilottong Desa Mojong
Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang pada lompo
Rella persil No. 46 S.II seluas 1,37 Ha, yang berbatasan dengan: se-
belah utaranya sawali sengketa (batas lompo); sebelah timurnya sawah
La Wenne; sebelah selatannya sawah La Wenne; sebelah baratnya sa-
luran pembuangan ;

adalah milik Haji Lara almarhum ;

3. Menetapkan menurut hukum bahwa penggugat adalah ahli
waris dari Haji Lara almarhum yang berhak atas sawah sengketa ter-
sebut dalam keadaan tergadai pada tergugat ;

4, Menghukum kepada tergugat atau siapa saja yang mendapat
hak dari padanya untuk mengoscngkan/menyerahkan sawah sengketa
tersebut kepada penggugat setelah ditebus ;

5. Menghukum pula tergugat membayar biaya-biaya perkara ini
yang hingga kini ditaksir sebanyak Rp. 18.025 ~ (delapan belas ribu
dua puiuh lima rupiah) ;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan ter-
gugat-tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang
dengan keputusannya tanggal 28 Pebruari 1980 No, 35/1980/PT/Pdt. ;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada peng-
gugat-terbanding pada tanggal 19 Maret 1980, dan tergugat-tergugat
pembanding pada tanggal 3 April 1980 kemudian terhadapnya oleh
tergugat I, II pembanding (dengan perantaraan kuasanya khusus, ber-
dasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 1979) diajukan permo-
honan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Mej 1980
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sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 24 St Pdt.G/1979]
PN.Sidrap. yang dibuat oleh Panitera Perkara Pengadilan Negeri Siden-
rcng Rappang permohonan mana kemudian disusul oleh memori
alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri
tersebut pada tanggal 26 Mei 1980 ; _

bahwa setelah itu oleh penggugat terbanding yang pada tanggal
728 Mei 1980 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat I,
II pembanding, diajukan jawaban memori Kasasi yang diterima di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 7
Juni 1980 ; '

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-
undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Ke-
kuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19
tahun 1964 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakim-
an (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan da-
lam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum
ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan
hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ; '

pahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang
No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965
harus ditafsickan sedemil.ian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak
berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruh-
an, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-
undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-
undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara
kasai #dalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang
No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang
No. 14 tahun 1970 ;

M :nimbang, bahwa permohonan kasasi & quo beserta alasan-alasan-
nya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama
diajukan dalam tenpgang-tenggang waktu dan dengan cara yang diten-
tukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang digjukan oleh peng-
gugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya
jalah : '

1. Bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah me-
nerapkan hukum. Mengabulkan gugatan yang secara formiljuridis tidak
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memenuhi syarat-syarat undang-undang baik mengenai subjek tergugat-
fergugat maupun subjek penggugat dan objek gugatan salah-disebutkan ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri salah mene-
rapkan ketentuan pasal 178 : 3 H1L.R./189 : 3 R Bg., karena mengabul-
kan lebih dari yang digugat ;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri salah mene-

rapkan ketentuan pasal 163 dan 194 H..R. jo. ketentuan pasa! 19
pasal IX Undang-undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. S.K. 26/D.D.A./1970 :
1 yaitu tidak ada bukti hukum bahwa tanah sawah sengketa adalah
milik ayah tergugat dalam kasasi/penggugat asal laji Lara,
Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tanpa dasar hukum
yang syah dan bukti yang syah, pembuktian hanya berdasarkan atas
keterangan 3 orang saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan
tergugat dalam kasasifpenggugat asal ; _

4, Bahwa putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah
salah menerapkan ketentuan pasal 165 H.L.R. Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri mengesampingkan bukti-bukti T.8, T.2 dan T.3

- padahal bukti-bukti tersebut authentik dan bukti-bukti tersebut diakui

" dan dibenarkan oleh saksi-saksi pejabat yang mengesyahkannya ;

5.Bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, karena
mengambil pertimbangan-pertimbangan hukumnya bahwa pihak
penggugat-penggugat untuk kasasiftergugat-tergugat asal, tidak meng-
ajukan memori banding, sedang menurut jurisprudensi yang berlaku di
Indonesia memori banding bukan syarat mutlak untuk melemahkan dan
memperkuat putusan hakim Pengadilan Negeri. Bahwa penggugat
untuk kasasi/tergugat-tergugat asal telah 2 kali memasukkan memori
banding (bahkan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi) ;

3

Menimbang :
mengenai keberatan-keberatan ad. 1, 3 ;

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena
judeks facti tidak salah menerapkan hukum dan mengenai penilaian
hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,
hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam ting-
kat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan
dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hu-
kum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mah-
kamah Agung Indonesia (Undang-undang No. | tahun 1950) ;
mengenai keberatan ad. 2 dan § :
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bahwa keberatan-keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena
judeks facti tidak salah menerapkan hukum ;
mengenai keberatan ad. 4 : ' :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena menge-
nai penilaian hasil pembuktian dan seperti yang telah dipertimbangkan
di atas keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam peme-
riksaan dalam tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan keberatan kasasi
tersebut menurut pendapat Mahkamah Agung berdasarkan alasan
sendiri keputusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tersebut dan ke-
putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut harus dibatal-
kan oleh karena tergugat asal mendalilkan bahwa sawah sengketa ter-
masuk boedel yang belum dibagi waris, sedangkan para ahli waris ter-
diri dari 7 orang ahli waris, maka seharusnya ketujuh ahli waris tersebut
harus turut sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
maka terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan kasasi dari
penggugat-penggugat untuk kasasi : La Terrang dan kawan tersebut
sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan
menyatakan bahwa gugatan asal tidak dapat diterima yang amarnya
berbunyi seperti yang akan disebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tergugat dalam kasasi/
penggugat asal sebagal pihak yang dikalahkan harus membayar semua
biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat ban-
ding maupun dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No, 14 -tahun 1970,
Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun
1950 ;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : 1. La
Terrang, 2. La Beddu tersebut ; )

Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tang-
gal 28 Pebruari 1980 No., 35/1980/PT/Pdt, dan keputusan Pengadilan
Neger! Sidenreng Rappang tanggal 4 Oktober 1979 No, 24/Kps.Pdt.G/
1979 PN. Sidrap ;

Dan dengan mengadili sendiri : .
Menyatakan, bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

240



Menghukum penggugat sekarang tergugat dalam kasasi untuk
membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat per-
tama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, dan biaya
dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,—~ (dua ribu lima
ratus rupiah) ;

Demikianlah dxputUSkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Senin tanggal 22 Maret 1982 dengan Palti Radja
Siregar SH, Hakim-Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Sidang, Soegiri SH dan Olden Bidara SH, sebagai Hakim-
Hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu
tanggal 17 April 1982 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh
Soegiri SH dan Olden Bidara SH, Hakim-Hakim Anggauta dan Sealoon
Siregar Siagian SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua
belah pihak.
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